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Perkembangan Perbankan Syariah sangat pesat di Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara dengan
umat muslim terbesar di Dunia. Pertumbuhan perbankan syariah yang sangat tinggi berdampak pada
tingginyatingkat sengketa yang terjadi diantara para pelaku perbankan syariah. Tuntutan akan penyelesaian
sengketa perbankan syariah yang baik akhirnya berujung dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 3
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan agama dimana
diserahkannya kewenangan kompetensi absolut penyel esaian sengketa perbankan syariah kepada Pengadilan
Agama. Dilain sisi peraturan tentang perbankan syariah yang masih menyatu dengan peraturan mengenai
perbankan pada umumnya akhirnya melatari dikeluarkannya Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah, namun dengan dikel uarkannya Undang-undang ini menambah kebingungan
penyelesaian karena dalam Pasal 55 Undang-undang 21 tahun 2008 memberikan pilihan hukum dimana para
pihak dapat memilih penyelesaian sengketa selain di Pengadilan Agama, tetapi juga dilingkup Pengadilan
Umum. Kondisi demikian membawa ketidak pastian hukum yang dimana akhrinya digjukan kepada
Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 93/PUUX/ 2012 akhirnya
mengembalikan kembali kewenangan kepada Pengadilan Agama. Pengembalian ini tidak lantas tanpa

masal ah karena adanya lembaga penyelesaian lain seperti Basyarnas yang melalui Fatwa Dewan Syariah
Nasional menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah diselaikan melalui Basyarnas.
Thesisini membahas mengenai polemik konsepsi yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa
perbankan syariah yang ada.

...... Islamic Banking grows very fast in Indonesia, because Indonesia has the biggest moeslem population in
the world. The developing of Islamic Banking is growing rapidly and it gives highly impacts with disputes
between the bankers and the customers. To solve the case of dispute in Islamic Banking, The Government of
Indonesia conceal s the laws number 3 in 2006 about the changing of the laws number 7 in 1989 about
religious court that it gets absolute competence authorities solves dispute on Islamic Banking. Beside of that,
the rules of 1slamic Banking still fuse with the common banking rules so the government has concealed the
laws number 21 in 2008 about Islamic Banking. But the laws are confusing because in the chapter of 55 the
laws number 21 in 2008, it says that the parties can choose to solve dispute of 1slamic Banking not only in
the religious court but also in the general court. This condition makes uncertain laws which is solved finally
by constitutional court. The constitutional court has made decision number 93/PUU-X/2012 which finally
return back the authorities to the religious court. In returning of the laws make another case because of the
existence of another solving institution such as Basyarnas by The National 1slamic Council saying that the
solving of 1slamic Banking dispute can be solved by Basyarnas. This thesis review about The polemic
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conseption that happens in the process of the solving this dispute Islamic Banking.



